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ABSTRAKS 

 

 Nama : Elsa Dwi Melinda 

 NIM : 202010110311492 

 Judul : Analisis Yuridis Pengaturan Asset Digital Nonfungible 

Token (NFT) Dalam Hukum Positif di Indonesia 

 Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 

Fitria Esfiandiari, S.H., M.H. 

 

Aset kripto, khususnya nonfungible token (NFT), telah muncul sebagai tren 

umum dalam perdagangan. Perihal ini mempunyai pengaruh yang signifikan, 

sehingga menghasilkan keuntungan yang besar bagi badan usaha dan juga kerugian 

yang besar bagi mereka. Peraturan mengenai NFT masih jarang, sehingga 

memberikan peluang untuk peraturan yang menyeluruh. Adapun permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana peraturan Asset digital dalam 

bentuk NFT (nonfungiable token) dalam hukum positif Indonesia? Bagaimana 

implikasi hukum pengaturan aset digital NFT (nonfungiable token)? Penelitian ini 

bertujuan guna memastikan dan mengkaji peraturan investasi asset digital dalam 

bentuk NFT (nonfungiable token) dalam hukum positif Indonesia; dan untuk 

memastikan dan meneliti implikasi hukum pengaturan aset digital NFT 

(nonfungiable token). Studi yang dipergunakan, yaitu yuridis normatif didukung 

oleh pendekatan undang-undang (statute approach) dengan metode mengumpulkan 

bahan hukum studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah, peraturan 

undang-undang, dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian, termasuk 

penggunaan analisis deskriptif kualitatif. Temuan yang didapat memperjelas bila 

belum ada peraturan yang secara perinci mengatur NFT sehingga menimbulkan 

kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Melihat implikasi 

dari ketidakpastian hukum ini diperlukan langkah langkah konkret untuk 

memperbaiki regulasi yang ada guna memberikan perlindungan hak-hak subjek 

hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional. Oleh 

karena itu, diperlukan revisi dan menambahkan regulasi terkait pengaturan NFT 

dan negara pun wajib memastikan bila pengembangan teknologi terlaksana secara 

bertanggung jawab, maka diperlukan aturan yang jelas sehingga bisa dijadikan 

sebagai pendekatan yang inovatof bagi pemerintah guna mengatur teknologi. 

 

Kata Kunci: Aturan, Nonfungible Token, Hukum di Indonesia 
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ABSTRACTION 

 

 Name : Elsa Dwi Melinda 

 NIM : 202010110311492 

 Heading : Juridical Analysis of Nonfungible Token (NFT) Digital Asset 

Regulations in Positive Law in Indonesia 

 Supervisor : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 

Fitria Esfiandiari, S.H., M.H. 

  
Crypto assets, specifically nonfungible tokens (NFTs), have emerged as a 

common trend in trading. This matter has a significant influence, resulting in great 

profits for business entities and also great losses for them. Regulations regarding 

NFTs are still sparse, thus providing an opportunity for overarching regulation. 

The problems discussed in this study are: How are the regulations for digital assets 

in the form of NFTs (nonfungible tokens) in Indonesia's positive law? What are the 

legal implications of regulating NFT (nonfungible token) digital assets? This study 

aims to ensure and review regulations for investing in digital assets in the form of 

NFTs (nonfungible tokens) in Indonesia's positive law; and to ascertain and 

research the legal implications of regulating NFT (nonfungible token) digital 

assets. The study used, namely normative juridical, is supported by a statute 

approach with a method of collecting legal materials for literature studies in the 

form of books, journals and scientific articles, laws and regulations, and other 

documents related to research, including the use of qualitative descriptive analysis. 

The findings make it clear that there are no regulations that regulate NFTs in detail, 

creating a legal vacuum that creates legal uncertainty. Seeing the implications of 

this legal uncertainty, concrete steps are needed to improve existing regulations to 
provide protection of the rights of legal subjects and consistency in fair and 

proportionate law enforcement. Therefore, it is necessary to revise and add 

regulations related to NFT regulation and the state is also obliged to ensure that if 

technology development is carried out responsibly, clear rules are needed so that 

it can be used as an innovative approach for the government to regulate technology. 
  
Keywords: Rules, Nonfungible Tokens, Laws in Indonesia 
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